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KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MALAKA
NOMOR : 12 / K.NT-07/KP/06/2025
TENTANG

DAFTAR INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA

TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

a.

b.

KABUPATEN MALAKA

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 4 huruf g Peraturan
Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan
Informasi Publik, perlu menetapkan Daftar Informasi Publik Bawaslu
Kabupaten Malaka Tahun 2025;

bahwa penunjukan tim sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b
perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Malaka.

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi

2.
3.

Publik;

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Keterbukaan Informasi
Publik;

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019
tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan
Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/kota;

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar
Layanan Informasi Publik

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar
Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan
Umum dan Pemilihan.



Menetapkan

PERTAMA

KEDUA

KETIGA

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN  BADAN PENGAWAS  PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TENTANG DAFTAR INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025

Menetapkan Daftar Informasi dan Dokumentasi Publik Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Malaka Tahun 2025, sebagaimana tercantum
dalam lampiranyang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA
terdiri atas:

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;

2. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta, dan

3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Betun
Pada tanggal : 12 Juni 2025




Lampiran

Nomor
Tanggal

: KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN FLORES TIMUR TENTANG DAFTAR INFORMASI

DAN DOKUMENTASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MALAKA TAHUN 2023

11 /K.NT-07/KP/06/2025
12 JUNI 2024

DAFTAR INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MALAKA TAHUN 2025

A. INFORMASI WAJIB BERKALA

Bentuk
Unit Yang Penanggungjawab Waktu Informasi Yang
No | Ringkasan Informasi Menguasai Pembuatan Pembuatan Tersedia Keterangan
Informasi Informasi Informasi Hard Soft
Copy | Copy
I. | INFORMASI YANG WAJIB SETIAP SAAT
.| Alamat Kantor Bawaslu | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 2005 v v Sesuai Dengan
Kabupaten Malaka Informasi Data Informasi Retensi Arsip
2. | Profil Pimpinan dan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & v v Sesuai Dengan
Sekretariat Bawaslu Informasi Data Informasi 2025 Retensi Arsip
Kabupaten Malaka
3. | Profil Pimpinan dan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 4 v Sesuai Dengan
Sekretariat Bawaslu Informasi Data Informasi 2005 Retensi Arsip
Kabupaten Malaka Pasca
PAW
4. | Struktur Organisasi | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & (4 4 Sesuai Dengan
Bawaslu Kabupaten Informasi Data Informasi 2025 Retensi Arsip
Malaka
S. | Visi dan Misi Bawaslu | Divisi SDMO & Data | Divisi SDMO & 2023 % v Sesuai Dengan




Informasi Data Informasi Retensi Arsip
6. Tugas, Fungsi Dan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 2023 Sesuai Denggn
Wewenang PPID Informasi Data Informasi Retensi Arsip
7. | Data  Staf Sekretariat | DivisiSDMO & Data | Divisi SODMO & 2003 Sesuai Dengan
Bawaslu Malaka Informasi Data Informasi Retensi Arsip
8. | Data Staf Sekretariat | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & Sesuai Dengan
: i 2024 . .
Bawaslu Malaka Informasi Data Informasi Retensi Arsip
9. | Pedoman  Pengelolaan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & Sesuai Dengan
Keuangan Linkungan Informasi Data Informasi 2024 Retensi Arsip
Bawaslu
10. | Maklumat Pelayanan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 2004 Sesuai Denggn
Informasi Publik Informasi Data Informasi Retensi Arsip
11. | Tata Cara Pengajuan Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & Sesuai Dengan
Informasi Informasi Data Informasi 2024 Retensi Arsip
12 | Informasi Standar Biaya | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 2004 Sesuai Denggn
Layanan Informasi Informasi Data Informasi Retensi Arsip
13 | Waktu Layanan Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & Sesuai Dengan
Informasi Informasi Data Informasi Retensi Arsip
2024
14 | Daftar Nama Anggota | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & Sesuai Dengan
Panwaslu Kecamatan Informasi Data Informasi 004 Retensi Arsip
Terpilih pada Pemilihan
Serentak Tahun 2024
IS5 | Formulir ~ Permohonan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & Sesuai Dengan
. . . 2024 } .
Informasi Informasi Data Informasi Retensi Arsip
16 | pedoman  Pelaksanaan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 2024 Sesuai Dengan




Perjalanan Dinas Nomor Informasi Data Informasi Retensi Arsip
0239
17 | SK KETUA BAWASLU | Divisi SDMO & Data | Divisi SDMO & Sesuai Dengan
NO. 0883- Informasi Data Informasi Retensi Arsip
PEMBENTUKAN 2024
PANWAS
KECAMATAN
18 | sop Penatausahaan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & Sesuai Dengan
Barang Milik Negara Informasi Data Informasi 2024 Retensi Arsip
Bawaslu
19 | SOP  Persuratan  dan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 2004 Sesuai Dengan
Arsip Informasi Data Informasi Retensi Arsip
20 | Rancangan Perbawaslu | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & Sesuai Dengan
Pengelolaan dan Informasi Data Informasi Retensi Arsip
Pelayanan Informasi 2024
Publik 2019 16 Agustus
2019
21 | Pedoman Tata Naskah | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 004 Sesuai Dengan
Dinas Bawaslu Informasi Data Informasi Retensi Arsip
22 | Jjuknis dan SOP Tata | DivisiSDMO & Data | Divisi SDMO & Sesuai Dengan
cara pengawasan dan Informasi Data Informasi Retensi Arsip
eval'ua51 pelaksanaan 2004
kegiatan pertemuan atau
rapat di luar kantor
Bawaslu
23 | pedoman  Pengelolaan | Divisi SDMO & Data Divisi SDMO & 2004 Sesuai Dengan
Organisasi Informasi Data Informasi Retensi Arsip
24 | pengumuman  anggota Divisi Hukum Divisi Hukum 2022 Sesuai Dengan




Pengawas Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
Kelurahan/Desa 1 Masyarakat dan si Masyarakat dan
terpili26épada Pemilihan Hubungan antar Hubungan antar
serentak Tahun 2024 Lembaga Lembaga
25 | Imbauan Terkait Verfak Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Syarat Dukungan Calon | Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
DPD 1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
26 | Mou Dengan GMNI Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2023
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
27 | MoU Dengan MUI Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Malaka Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
38 | Laporan Akhir Divisi Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
HP2H Bawaslu Malaka Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
39 | Rekapan Sosialisasi Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Tahapan Pemilu Tahun | Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
2024 1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024

Hubungan antar
Lembaga

Hubungan antar
Lembaga




30 | Laporan Akhir Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Kehumasan 2023 Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
31 | SK Pengawasan Isu-isu Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
negatif Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
32 | SK Pengawasan Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Kampanye dan APK Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
33 | SK Pokja Netralitas Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
ASN, TNI/POLRI Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
34 |SK Tim Pengawasan Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Tahapan Pencalonan | Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
DPRD Malaka 1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
35 | Laporan Akhir Divisi Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
HP2H 2023 Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa 004 Retensi Arsip

1 Masyarakat dan
Hubungan antar

si Masyarakat dan
Hubungan antar




Lembaga

Lembaga

36 | Imbauan Pengajuan Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Perbaikan Dokumen | Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
Persyaratan Bakal Calon 1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Anggota DPRD Kab Hubungan antar Hubungan antar
Malaka Lembaga Lembaga

37 | Laporan Akhir Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Pengawasan Penyusunan | Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
DPT Pemilu 2024 1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024

Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga

38 | Imbauan kepada Parpol Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
terkait pelaksanaan | Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
kampanye oleh peserta 1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Pemilu Hubungan antar Hubungan antar

Lembaga Lembaga
39 | Buku Panduan Aplikasi Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Siwaskam Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
40 | SK KPU Tentang Lokasi Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Pemasangan APK 2023 Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2024
Hubungan antar Hubungan antar
Lembaga Lembaga
41 | LAPORANJDIH Divisi P3S Divisi P3S 2024 Sesuai Dengan
Retensi Arsip
42 | Alur penanagan Temuan Divisi P3S Divisi P3S 2024 Sesuai Dengan




dan Laporan Pemilihan

Retensi Arsip

43 | Alur penanagan Temuan Divisi P3S Divisi P3S 2004 Sesuai I.)eng.an
dan Laporan Pemilu Retensi Arsip
44 | Laporan Ahir Sesuai Dengan
Penyelesaian ~ Sengketa oL o Retensi Arsip
D P D P 2024
Bawaslu Malaka Tahun Ivisi P35 1visi P3S 0
2023
45 | Alur ' Penyelesaian Divisi P3S Divisi P3S 004 Sesuai Pengan
sengketa Pilkada Retensi Arsip
46 | Form  Tanda  Bukti Sesuai Dengan
Penyampaian  Laporan Divisi P3S Divisi P3S 2004 Retensi Arsip
Dugaan Pelanggaran
Pemilu
47 | Data  Rekapan  dan Sesuai Dengan
Temuan Dugaan Divisi P3S Divisi P3S 2024 Retensi Arsip
Pelanggaran Pelanggaran
pada Pemiu Tahun 2024
48 | SK Gakkumdu 2023 Divisi P3S Divisi P3S 2003 Sesuai I.)eng.an
Retensi Arsip
49 | SK PENUNJUKAN Sesuai Dengan
OPERATOR SIGAP Divisi P3S Divisi P3S 2024 Retensi Arsip
LAPOR
50 | SK PERUBAHAN o o Sesuai Dengan
D P3S D P3S 2024
GAKKUMDU A R Retensi Arsip
51 | SOP Penanganan Divisi Hukum Divisi Hukum Sesuai Dengan
Sengketa Informasi | Pencegahan,Partisipas | Pencegahan,Partisipa Retensi Arsip
Publik dilingkup 1 Masyarakat dan si Masyarakat dan 2021
Bawaslu Hubungan antar Hubungan antar

Lembaga

Lembaga




B. INFORMASI WAIJIB SERTA MERTA

Bentuk
Unit Y p . b Informasi
. . it rang enanggungjawa Waktu Pembuatan Yang Jangka Waktu
No Ringkasan Informasi Menguasai Pembuatan . Tersedi .
. . Informasi ersedia Penyimpanan
Informasi Informasi
Hard | Soft
Copy | Copy
I. | PENYELESAIAN SENGKETA
l.
II. | PENANGANAN PELANGGARAN
1. | Alur Penanganan Temuan & | Divisi HP3S Divisi HP3S 2024 v v | Sesuai Dengan
Laporan Pelanggaran Pemilu Retensi Arsip
2. | Alur Penanganan Temuan & | Divisi HP3S Divisi HP3S 2024 (4 v | Sesuai Dengan
Laporan Pelanggaran Retensi Arsip
Pemilihan
C. INFORMASI WAJIB TERSEDIA SETIAP SAAT
No Ringkasan Informasi Unit Yang Penanggungjawab Waktu Pembuatan Bentuk Jangka Waktu




Menguasai Pembuatan Informasi Informasi Penyimpanan
Informasi Informasi Yang
Tersedia
Hard | Soft
Copy | Copy
L INFORMASI MENGENAI ORGANISASI
1. Pedoman Tata Naskah | Divisi SDMO Divisi SDMO & 2017 v v | Sesuai Dengan
Dinas Bawaslu & Data Data Informasi Retensi Arsip
Informasi
2. Struktur Organisasi | Divisi SDMO Divisi SDMO & 2022 v v | Sesuai Dengan
Bawaslu  Kabupaten & Data Data Informasi Retensi Arsip
Malaka Informasi
3 Maklumat Layanan | Divisi SDMO Divisi SDMO & 2023 v v | Sesuai Dengan
Informasi Publik & Data Data Informasi Retensi Arsip
Informasi
4 Daftar Inventaris | Divisi SDMO Divisi SDMO & 2022 v v | Sesuai Dengan
Barang Tahun 2022 & Data Data Informasi Retensi Arsip
Informasi
11 KEPUTUSAN PPID
1 SK PPID Tahun 2020 | Divisi SDMO | Divisi SDMO & 2020 v v | Sesuai Dengan
& Data Data Informasi Retensi Arsip
Informasi
2 SK PPID Tahun 2021 Divisi SDMO Divisi SDMO & 2021 v v | Sesuai Dengan
& Data Data Informasi Retensi Arsip
Informasi
3 SK PPID Tahun 2022 Divisi SDMO Divisi SDMO & 2022 v v | Sesuai Dengan
& Data Data Informasi Retensi Arsip
Informasi




SK PPID Tahun 2023

Divisi SDMO
& Data
Informasi

Divisi SDMO &
Data Informasi

2023 v v | Sesuai Dengan
Retensi Arsip

Betun, 12 Juni 2025
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

_RBRABUPATEN MALAKA

P e
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